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BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Avat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

bahwa sehubungan adanya perubahan bentuk dan
susunan perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Tenaga Kerja, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik dan Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar, maka
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor & Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara FRepuhblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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4. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887Y) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara HRepublik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
6618);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah vang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor B
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan
Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan
BUPATI LAMPUNG BAEAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 8B TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah imi dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
sebagail berikut:

a. Sekretaniat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Tipe B,

c. Inspektorat Daerah Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri dani:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang
kebudavaan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan HRakyat Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekejaan umum dan
penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan
bidang pertanahan,
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menvelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menvelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang
pariwisata;

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang
perindustrian, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdavaan
Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe A menvelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masvarakatr sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebalaran;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pangan;

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup tanaman pangan dan
hortikultura;

Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menvelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian lingkup perkebunan dan perternakan;
Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemernintahan
bidang perikanan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masvarakat dan pekon;
Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menvelenggarakan wurusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
Dinas Sosial Tipe B menvelenggarakan urusan pemenntahan bidang
sosial;

Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan
pemernintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik
serta bidang persandian;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menvelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

. Badan Daerah, terdin dari:

1.

2.

3.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia Tipe C
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan  bidang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan

. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang penelittan dan pengembangan.
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2. Ketentuan Pasal 7 ayvat (3) diubah serta ayat (5] dihapus, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdapat unit pelaksana teknis Daerah dibidang pendidikan berupa
satuan pendidikan dan dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah
dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2] Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) berbentuk
satuan pendidikan formal.

3] Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) sebagai
unit organisasi khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagen unit organisasi bersifat fungsional, yang
memberikan layanan secara profesional.

{(4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada avat
(3) Eumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Dihapus.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1| dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Dhihapus.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang
bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya
Perangkat Daerah baru yvang melaksanakan sub urusan bencana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagal berikut:

Pasal 14

(1} Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Bamat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten dan Staf
Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor & Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013
Nomor 6);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 20038
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 3|,
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Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah
Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagmimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Rabupaten Lampung Barat
Nomor & Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dan Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013, kecuali ketentuan yang
mengatur organisasi dan tata kerja Badan Fenanggulangan Bencana
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan [Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16|,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013 |Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 10};

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

(2] Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah
wajib mendasarkan dan menvesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Daerah ini.

Pagal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022,

getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
MoARIgtannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTURKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

DAERAH

UMUM

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tenmtang Perangkal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum diundangkan. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksaan
tugas dan fungsi perangkat daerah vang saat ini melaksanakan urusan di
bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan DM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagal tindak lanjut Peraturan tersebut, maka perlu merubah kelembagaan
Kantor Keatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan,

Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelavanan kesehatan
vang mempunyai karakteristik dan organisasi yvang sangat kompleks,
memerlukan kebjakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan
pelavanan kesehatan., Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu
menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis vang
bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada
penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah,
Peraturan Daerah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus vang memberikan layvanan secara profesional melalui
pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai
pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daiam
melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah salat Daerah tetap
bertanggung jawab kepada dinas vang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyvampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian
rumah sakit Daerah.




Berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor © Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP provinsi dan
kabupaten /kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan
Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau
dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan
mampu menvelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat,
mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penvelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis ERisiko, yvang pada glirannya membenkan
kepastian hukum, meningkatkan ekosistern investasi dan kegiatan berusaha
serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di
daerah sesual dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang
Cipta Kerja.

Urusan Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada
saat ini masih bergabung dengan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja.
Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 12
menvatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang DPMPTSP masih
merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah lainnyva untuk memisahkan urusan tersebut agar
DPMPTSP menjadi Perangkat Daerah tersendir,

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup Jelas.

Pasal I1
Cukup Jelas.
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